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KATA PENGANTAR

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal (Pol) Tito
Karnavian mengatakan, saat ini informasi bohong (hoax) di media sosial
sudah sangat mudah menyebar. Sebabnya adalah informasi bohong bisa
dibuat oleh siapa saja.

Namun yang paling mengkhawatirkan adalah ketika informasi bohong
tersebut mengandung konten berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

Laporan utama Update Indonesia bulan September 2017 kali ini mengangkat
judul “Saracen: Potret Bisnis Hoax di Indonesia”. Bidang Bidang politik
membahas “Polemik Pernyataan Panglima TNI”. Bidang sosial membahas
“PR Kekeringan untuk Kita Semua”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular
diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan
dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen
masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan
informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi,
hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik
di Indonesia.

Selamat membaca.
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Saracen: Potret Bisnis Hoax di Indonesia

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal (Pol) Tito
Karnavian mengatakan, saat ini informasi bohong (hoax) di media
sosial sudah sangat mudah menyebar. Sebabnya adalah informasi
bohong bisa dibuat oleh siapa saja.

Namun yang paling mengkhawatirkan adalah ketika informasi
bohong tersebut mengandung konten berbahaya bagi keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih lagi jika
konten berbahaya tersebut diproduksi dengan tujuan “bisnis” yang
dapat dimanfaatkan dalam arti negatif oleh kelompok kepentingan
tertentu selaku pemesan berita hoax. Seperti yang diduga telah
dilakukan oleh kelompok bernama Saracen (Kompas.com, 9/9/17).

Saracen dan Kejahatan Siber

Saracen merupakan nama sebuah sindikat kelompok yang diduga
sebagai pelaku kejahatan siber. Kelompok ini diduga menyediakan
jasa konten kebencian, memiliki keahlian untuk mencaplok akun
media sosial hingga membaca situasi pemberitaan.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian,
kelompok Saracen beroperasi dengan cara membeli akun media
sosial yang sudah mempunyai banyak pengikut. Setelah itu, mereka
menyebarkan berita bohong dari akun tersebut dengan tujuan
tertentu.

Rilis resmi dari Kepolisian, sebagaimana dilansir oleh berbagai
media, menyebutkan kelompok Saracen menggunakan lebih dari
2000 akun media untuk menyebarkan konten kebencian. Jumlah
akun yang tergabung dalam jaringan kelompok Saracen ini telah

mencapai 800.000 akun (detikNews, 29/8/17).

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto,
terbongkarnyajaringan Saracenberawal daripenangkapanseseorang
berinisial RK pada tahun 2016. Selanjutnya pada Februari tahun
2017, Polri berhasil menangkap pelaku berinisial RY. Berikutnya pada
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Juli hingga Agustus 2017, Polri kembali menangkap pelaku penyebar
konten SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) yang berinisial
MFT (43), JAS (32) dan seorang ibu rumah tangga berinisial SRN
(32) yang juga menyebar konten SARA. Belum lama ini, yakni pada
Rabu (30/8/17) laly, Polri kembali mengamankan terduga anggota
kelompok Saracen berinisilal MAH. Polri menyatakan masih ada

peluang adanya tersangka lagi terkait kasus ujaran kebencian yang
dilakukan oleh kelompok Saracen (Republika.co.id, 31/8/17).

Setelah menangkap pelaku, Kepolisian kemudian melakukan
penelusuran terhadap sumber dana yang diterima kelompok
tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri,
Brigien Rikwanto mengatakan, Penyidik Polri menemukan ada 14
rekening terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan muatan
SARA oleh kelompok Saracen. Untuk membuktikannya Kepolisian
bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi
Keuangan (PPATK) dan hasilnya masih menunggu. Hasil temuan
lainnya adalah proposal penawaran yang berisi tarif sekitar Rp.
72 juta perpemesanan. Biaya tersebut meliputi biaya pembuatan
website sebesar Rp. 15 juta, dan membayar sekitar 15 buzzer
sebesar Rp. 45 juta perbulan (Kompas.com, 9/9/17).

Di sisi lain, dari pihak kelompok Saracen sendiri masih membantah
semua tuduhan Kepolisian terhadap dirinya. Ketua grup Saracen,
yakni Jasriadi (JAS) membantah menyebarkan ujaran kebencian
bernuansa isu SARA seperti yang dituduhkan. Menurutnya, tidak
benar mereka memasang tarif hingga puluhan juta rupiah seperti
disebut Polri. Jasriadi juga mengatakan bahwa dirinya ditahan
bukan karena kasus ujaran kebencian, melainkan kasus illegal access.
Sebab, dia memperbaiki akun SRN yang saat ini jadi tersangka ujaran
kebencian (detikNews, 25/8/17).

Hal ini menjadikan Publik bertanya-tanya apakah keberadaan
kelompok Saracen dan segala tindak kejahatan siber yang dilakukan
terbukti benar adanya. Di sisi lain, setelah penangkapan Saracen,
sebagian publik ada yang menganggap bahwa pemberantasan hoax
dan ujaran kebencian hanya menyasar kelompok yang menyerang
pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hal ini didasarkan pada
hasil penelusuran terhadap akun facebook salah satu tersangka,
berbagai status yang diunggah lebih banyak berisi kritik terhadap
pemerintahan Jokowi saat ini. Beberapa pihak bahkan menilai
penangkapan terhadap pelaku kejahatan siber terkesan tebang pilih.

Sebelumnya, Wakil Ketuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli
Zon, bahkan menuding pemerintah menerapkan strandar ganda
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dalam pemberantasan hoax. Hal ini menurut Fadli Zon dapat dilihat
dari sikap Presiden Jokowi yang kerap mengundang buzzer politik ke
Istana. Menurut Fadli Zon, jika menyangkut ‘buzzer istana’, tidak
pernah ada tindakan hukum terhadap mereka, meskipun misalnya
cuitan atau postingan mereka di media sosial kerap kali meresahkan
dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat. Misalnya seperti
salah satu buzzer yang pernah diundang Istana dengan inisal U yang
menurut Fadli Zon pernah menyebarkan hoax soal Ketua Umum
Partai Gerindra Prabowo (Kompas.com, 30/8/17).

Menanggapi kecurigaan dari beberapa pihak tersebut, Kepolisian
juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo),
Rudiantara, membantah telah tebang pilih. Rudiantara memastikan
setiap langkah penindakan yang dilakukan Kemenkominfo dilakuka
secara adil tanpa pandang bulu dengan berdasar Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UUITE) (Kompas.com, 30/8/17).

Saracen dan Sisi Gelap Media Sosial

Tertangkapnyasindikatkelompokkejahatan siber, Saracen, meskipun
saat ini masih dalam proses penyidikan, menjadi gambaran sisi
gelap penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Menurut
Penulis fenomena Saracen ini telah membuka mata kita bahwa
berita bohong saat ini bukan sekedar berita yang dibuat oleh orang
perorang untuk ‘main-main’ saja atau berita tidak benar karena si
pembuat kurang referensi atau pengetahuan dan lainnya.

Namun kenyataannya terdapat fenomena penyebaran berita hoax
yang telah diproduksi dan dijadikan sebuah “bisnis” atau industri oleh
kelompok-kelompok tertentu. Terutama apabila berita bohong yang
diproduksi dan dijual menyangkut hal-hal yang dapat mengancam
keutuhan NKRI, menimbulkankeresahandimasyarakat, ataubahkan
digunakan sebagai alat politik kepentingan, dan lain sebagainya.

Sehingga hal ini perlu mendapat perhatian ekstra serius, tidak
hanya oleh pemerintah tetapi juga masyarakat. Penulis meyakini
bahwa besar kemungkinan masih ada kelompok-kelompok lain
yang menyalahgunakan media sosial seperti Saracen ini. Gemar
melontarkan hate-speech, mempolitisasi isu SARA ataupun
merusak pengertian toleransi di Indonesia. Selama Januari sampai
dengan April 2017, Kemenkominfo menerima 5864 aduan tentang
konten negatif di mana konten negatif paling dominan adalah berita

bohong (detikNews, 29/8/17).
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Terkait fenomena Saracen ini, Kepolisian, Kemenkominfo dan
seluruh pihak terkait diharapkan segera menelusuri dan mengusut
tuntas sindikat kelompok kejahatan siber lainnya. Selain melalui
penegakan hukum yakni dengan memberikan ancaman hukuman
yang berat kepada pelaku kejahatan siber melaluit UU ITE.

Penulis mengapresiasi upaya Pemerintah melalui Kemenkominfo
untuk lebih menata aplikasi dan konten. Salah satunya dengan
meluncurkan Sistem Ticketing Aduan Konten, yakni sistem di mana
masyarakat dapat mengajukan aduan terhadap konten negatif dan
dapat melihat sejauh mana proses tindak lanjut dari aduan tersebut
berjalan.

Selain Pemerintah, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan untuk
mencegah dampak negatif dari penyalahgunaan internet. Penulis
menyadari bahwa masih banyak bagian dari masyarakat kita
yang malas untuk melakukan check, rechek dan crosscheck, atau
klarifikasi ketika mendapat informasi. Masyarakat kita pun masih
sangat mudah terprovokasi dan percaya pada isu yang didapatkan.

Hal inilah yang menjadikan kelompok-kelompok seperti Saracen
ada dan berhasil menjalankan misinya.

Oleh karena itu upaya meningkatkan literasi masyarakat terkait sisi
positif dan negatif dari internet sangat perlu dilakukan. Masyarakat
perlu membudayakan konfirmasi ketika mendapat berita misalnya
dengan mencari referensi berita dari situs-situs berita resmi.

Selain untuk mendukung gerakan pemberantasan berita hoax,
masyarakat dapat berkontribusi aktif dengan cara melapor jika
mendapatkan atau menemukan berita hoax, baik dari situs berita
maupun media sosial. Untuk hal ini masyarakat dapat memanfaatkan
fitur laporan berita hoax yang disediakan oleh media sosial misalnya
fitur report status di Facebook, fitur feedback di Google, fitur report
tweet di Twitter. Konten berita negatif bisa juga dilaporkan ke
aduankonten@mail.kominfo.go.id atau laman data.turnbackhoax.id
yang disediakan Masyarakat Indonesia Anti Hoax.

- Zihan Syahayani -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Informasi bohong
saat ini telah bergerak
menjadi ladang bisnis.
Hal itu merupakan
gambaran dunia gelap
internet dan media
sosial. Oleh karenya,
sebagai masyarakat
yang bijak bermedia
sosial, maka kita perlu
membudayakan check,
rechek dan crosscheck,
atau klarifikasi ketika
mendapat informasi.
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Polemik Pernyataan Panglima TNI

Beredarnya rekaman suara Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada
acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di
Markas Besar TINI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 22 September
2017, menjadi polemik di masyarakat.

Pada acara tersebut, Panglima TNI menyebutkan berdasarkan
laporan intelijen yang ia terima, ada upaya pembelian 5.000 pucuk
senjata yang dilakukan oleh institusi nonmiliter. Selain itu, dalam
rekaman tersebut, Panglima TNI juga menyatakan melarang
bagi pihak Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak
peralatan perang TNI, jika ada maka ia tegaskan untuk menyerbu
institusi tersebut (Tempo.co, 24/9/17). Sontak saja pernyataan
Panglima TNI ini mengundang kontroversi dan polemik di ranah
publik.

Walaupun tidak lama berselang, sebagai upaya meredam dan agar
tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, Menteri Koordinator
Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto meluruskan pernyataan
Panglima TNI tersebut. Wiranto menegaskan bahwa pernyataan
tersebut tidak benar. Wiranto juga mengatakan bahwa pokok
persoalannya ada pada miskomunikasi antara Panglima TNI, Kepala
Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kapolri tentang pengadaan
500 pucuk senjata bagi Sekolah Intelijen Negara (politik.rmol.co,
24/9/17).

Melihat Penyataan dalam Hubungan Sipil-Militer

Menanggapi pernyataan Panglima TNI tersebut, penulis mencoba
melihat dari sisi hubungan sipil dan militer. Berdasarkan pendekatan
hubungan sipil militer, penulis menilai bahwa pernyataan Panglima
TNI merupakan wujud intervensi militer terhadap otoritas sipil.
Samuel E. Finer dalam bukunya The Man on Horseback: The
Role of the Military in Politics (1998), menyatakan intervensi
dapat dilakukaan melalui; (I) melalui saluran-saluran konstitusi
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normal; (2) kolusi dan/atau persaingan dengan otoritas sipil; (3)
intimidasi terhadap otoritas sipil; (4) mengancam dengan menolak
bekerjasama dan/atau dengan kekerasan terhadap otoritas sipil; (5)
gagalnya mempertahankan otoritas sipil terhadap kekerasan; dan
(6) menggunakan kekerasan terhadap otoritas sipil.

Kemudian ada dua faktor penyebab militer melakukan intervensi
yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor internal
menurut Samuel E. Finer (1998), faktor motivasi biasanya sangat
berpengaruh besar apakah militer akan melakukan intervensi atau
tidak. Faktor ini mencakup beberapa motivasi antara lain; motivasi
sebagai tujuan akhir tentara, dorongan dari kepentingan nasional,
kepentingan kelompok yang meliputi kepentingan kelas, kepentingan
regional, kepentingan korps, dan kepentingan individu.

Sedangkan dari sisi faktor eksternal, Amos Perlmutter dalam
buku Militer dan Politik (2000), menyebut ada dua kondisi yang
memberikan kesempatan bagi militer untuk melakukan intervensi.
Pertama, kondisi sosial. Suatu negara yang kondisi sosialnya
lemah, maka kepentingan kelompok akan tersebar dalam frekuensi
yang tinggi. Kalau struktur negara lemah maka institusi-institusi
politik tidak berfungsi efektif dan dengan demikian kontrol sosial
tidak efektif. Sebab saluran-saluran komunikasi terhambat, maka
militer memiliki peluang untuk melakukan intervensinya. Kedua,
kondisi politik. Intervensi militer muncul dari persoalan-persoalan
sipil. Dalam banyak kasus kembalinya militer masuk ranah sipil
dikarenakan kelompok sipil yang meminta dukungan kepada militer,
ketika struktur politik sipil terfragmentasi dalam faksi-faksi politik
dan ketika perangkat konstitusi tidak berjalan.

Berdasarkan pendapat diatas tersebutlah, menjadi dasar penulis
melihat pernyataan Panglima T NI sebagai bentuk intervensi. Alasan
penulis menyatakan demikian adalah pertama, dalam persoalan
adanya informasi 5.000 pucuk senjata, penulis menilai seharusnya
Panglima TNI dapat berkoordinasi dan melakukan konfirmasi
kepada pemegang otoritas yaitu Kementerian Pertahanan terkait
adanya informasi pengadaan senjata tersebut. Karena berdasarkan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pedoman Perizinan, Pengawasan, Pengendalian Senjata Api di
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, kewenangan
perijinan berada di Kementerian Pertahanan, bukan di dalam
institusi TINI.
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Sehingga pada pernyataan Panglima TNI tersebut seakan adanya Jelang tahun politik
ketidaksinkronan antara Kementerian Pertahanan dengan TNI.  seperti saat ini a’“f"
Padahal seharusnya TNI dan Kementerian Pertahanan berjalan menjadi ujian bagi

.. . . . institusi TNI. TNI
seiring. Bukan malah menjadi pesaing dalam hal otoritas. ;Ins srust .
arus tetap menjaga

S L komitmennya dalam
Kedua, adanya pernyataan terhadap institusi Polisi, jilka memang menjalankan reformasi

demikian ada permasalahan tersebut, tentunya hal itu seharusnya  TNJ sebagai upaya
diselesaikan dibawah kewenangan Presiden sebagai pemegang  menjadikan TNI sesuai
kekuasaan tertinggi. Bukan dengan “penyerbuan” seperti yang jati dirinya sebagai

dikatakan Panglima TNI. tentara rakyat, tentara
pejuang, tentara

nasional, dan tentara

Kemudian penulis juga melihat bahwa faktor ekternal seperti
profesional

yang dikatakan Amos Perlmutter diatas menjadi pemicu utama
intervensi militer ke ranah sipil di Indonesia. Terutama pada kondisi
politik jelang memasuki tahun politik di 2019 nanti. Oleh karena itu
menurut penulis, Presiden Joko Widodo harus segera memperkuat
konsolidasi pemerintahannya, dengan tetap menjaga aturan main
sesuai konstitusi yang berlaku.

Kemudian yang terakhir, jelang tahun politik seperti saat ini
akan menjadi ujian bagi institusi TNI. TNI harus tetap menjaga
komitmennya dalam menjalankan reformasi TNI sebagai upaya
menjadikan TNI sesuai jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara
pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.

-Arfianto Purbolaksono -
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PR Kekeringan untuk Kita Semua

Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) memperkirakan
kekeringan yang dialami banyak daerah di Indonesia akan
berlangsung hingga Oktober 2017, sebagian besar pulau Jawa saat
ini sedang mengalami puncak musim kemarau dan akan masuk awal
musim hujan pada Oktober-November 2017.

Gambaran Kekeringan di Beberapa Daerah

Saat ini, sebanyak 105 kabupaten/kota, 715 kecamatan, dan 2.726
kelurahan/desa di Jawa dan Nusa Tenggara mengalami kekeringan.
Akibatnya, sekitar 3,9 juta jiwa masyarakat terdampak kekeringan
hingga memerlukan bantuan air bersih.

Di Nusa Tenggara Barat misalnya, kekeringan melanda 318 desa
di 71 kecamatan yang tersebar di sembilam kabupaten meliputi
Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah,
Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Sebanyak
640.048 jiwa atau 127.940 KK masyarakat terdampak kekeringan.

Sutopo mengatakan, di sembilan kabupaten di Nusa Tenggara Timur
(NTT) juga dilaporkan mengalami darurat kekeringan menyusul
sumber-sumber mata air mulai mengering. Sembilan kabupaten
yang melaporkan darurat kekeringan itu adalah Flores Timur, Rote

Ndao, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sumba Timur,
Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua.

Kekeringan juga menyebabkan 56.334 hektar lahan pertanian
mengalami sehingga 18.516 hektar lahan pertanian gagal panen.

Sikap Hadapi Kekeringan

Bagi Indonesia, peran sektor pertanian tak bisa dipungkiri masih
besar. Peran sektor pertanian bagi Indonesia adalah sebagai penyedia
sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional,
membuka kesempatan kerja, sumber investasi, seta penghasil devisa
negara (Insyafiah,et.al,2014)
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Pemerintah tak bisa tinggal diam harus membantu petani yang
masih tergantung pada curah hujan ini. Namun hal pertama yang
menurut penulis harus dilakukan pemerintah adalah melakukan
pemetaan daerah rawan kekeringan ini. Peta yang komprehensif’
dengan kondisi lokalitas yang terlihat jelas akan memudahkan segala
intervensi pemerintah untuk mengatasi dampak kekeringan ini.

Kemudian, langkah kongkret dan bersifat langsung yang bisa
dilakukan pemerintah adalah menyediakan (dalam bentuk bantuan
atau pinjam bergilir) alat-alat pengolahan tanah dan tanaman seperti
pompa air, traktor tangan dan mesin tanam misalnya. Catatannya
adalah disesuaikan dengan kondisi lokal yang beragam.

Selain itu pemerintah perlu memastikan ketersediaan benih dan
pupuk dengan jumlah dan kualitas yang bagus di masyarakat. Untuk
hal ini memonitor jalur distribusi pasokan bahan-bahan ini sangatlah
penting. Hal ini karena seperti yang kita ketahui, salah satu faktor
tak terdistribusinya benih dan pupuk ke petani adalah karena ada
oknum yang menimbun dan menjualnya dengan harga tak masuk
akal. Penting pengawasan pemerintah di bagian ini.

Hal lainnya yang harus diwaspadai dari bencana kekeringan ini
adalah dampak lanjutannya. Dalam artian bahwa kekeringan bisa
menyebabkan kebakaran lahan. Artinya langkah-langkah preventif
diperlukan agar kebakaran lahan hebat tahun 2015 silam yang
mencapai 2,6 juta hektar (Mongabay.co.id,23/01) lebih dan kerugian
mencapai 220 triliun rupiah (news.detik.com, 23/01), bisa dicegah.

Inisiatif Lokal Perlu Diapresiasi dan Dikembangkan

Ada banyak inisiatif lokal untuk menyelamatkan wilayahnya dari
kekeringan. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pembuatan
embung di Dusun Wai-wai, Desa Latimojong, Kecamatan
Buntu Batu, dan Dusun Landoke, Desa Pasui, Kecamatan Pasui
Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Mongabay.co.id,2015).
Embung adalah sebuah kolam penampungan yang digunakan untuk
membendung dan menyimpan air. Air tersebut dialirkan ke sawah
dan kebun petani secara bergilir. Keberadaan embung bermanfaat
menyediakan air di musim kering dan menahan air di musim hujan.

Kisah lain ada di Desa Patemon, Kecamatan Tengaran, Semarang,
Jawa Tengah (Mongabay.co.id, 2016). Sumur-sumur resapan yang
dibuat warga di halaman depan dan atau belakang rumah mereka,
mampu menampung air yang cukup digunakan untuk persiapan
menghadapi musim kekeringan. Dengan adanya sumur resapan air
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hujan yang biasanya mengenang di halaman-halaman rumah dan  Bicara tentang

pinggiran jalan desa, bisa terserap semuanya ke sumur resapan. penyelesaian
permasalahan

kekeringan adalah

Masih ada banyak cerita warga lainnya terkait inisiatif mereka !
tanggung jawab semua

mengatasi kemarauan di daerahnya. Mereka sadar betul bahwa

" - dkan keinoi K i - kh sektor dan semua
untuk mewujudkan keinginan mereka menjadi petani khususnya  tofangan. Unsur
dan warga masyarakat yang sejahtera pada umumnya, mereka  pemerintah, swasta
harus mencari cara agar kegiatan sehari-hari mereka yaitu bertani  dan juga masyarakat
tak terhalang apapun termasuk musim kemarau. Kedaulatan di desa  itu sendiri.
diperlukan jika mau wujudkan kedaulatan di tingkatan yang lebih

tinggi.

Akhirnya, bicara tentang penyelesaian permasalahan kekeringan
adalah tanggung jawab semua sektor dan semua kalangan. Unsur
pemerintah, swasta dan juga masyarakat itu sendiri.

- Lola Amelia -
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ThelndonesianInstitute (TIl) adalahlembagapenelitiankebijakan
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang
dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan,
dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan
sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan
perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara
lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja
(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial
(WacanaT]Il), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam
bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (/ndonesia
Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:
Gedung Pakarti Center Lt. 7
JI. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga
evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomidaerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih
menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya,
ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca
diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan
kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia.
Permalasahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan
pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TIl memiliki focus penelitian di
bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan
pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada
isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social
protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan
kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TIl tawarkan
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TIl tawarkan antara lain penelitian
yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan
draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris
dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi
penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah
agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih
partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda
juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para
pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.
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RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional,
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial.
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi
guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan,
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1)
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping &
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TIl adalah
survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya
pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu
maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan
diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu
pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi,
dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang
akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah
masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan
data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu
maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan
politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1)
memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk
kampanye.
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THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya,
pertahanan keamanan dan lingkungan. T1l mengadakan diskusi ini sebagai
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran,
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis,
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara
berkala TIl memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif' daerah, serta untuk
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif;
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta,
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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